
SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEIⅥ[BENTUKAN,KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN IⅦ ASYARAKAT

PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHIⅥ[AT TUHAN YANG lⅦAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a.

b.

c.

d.

bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab
merencanakan, rnengatur, menyelenggarakan,
membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya
kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan
terjangkau oleh masyarakat;
bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat
yang efektif, efesien, dan akuntabel dalam
penyeienggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu
dan berkesinambungan dengan memperhatikan
keselamatan pasien dan masyarakat, perlu pengaturan
tentang kedudukan, su.sunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja pusat kesehatan masyarakat;
bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun
2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan
Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Pekaiongan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika
dan perkernbangan hukum sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada
Dinas Kesehatan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten daiam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Mengingat: 1.

2.



Menetapkan
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daerah Kabupaten da-lam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A26 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (LemLraran
Daerah Kabupaten Pekalongan 2OL6 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 56), sebagimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 12 Tahun 2A23 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor t14l;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PEIⅥ [BENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
]Ⅵ[ASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

IKETE

BAB I
NTUAN Uh〔 UM[

Pasal l

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urlrsan kewenangan pemerintahan yang
rnenjadi daerah otonorn.

3. Bupati adaiah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas

adalah Dinas Kesehatan Daerah.



-3-

5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adaiah fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama yang menyelenggarakan dan
mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ataupaliatif di
wilayah kerjanya.

7. Pelayanan Kesehatan adalah segaia bentuk kegiatan
danf atau serangkaian kegiatan pelayanan yang
diberikan secara langsung kepada perseorangan atau
masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat daiam bentuk promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif , danf atau paliatif.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan
Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga
ahli daiam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

1O. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada
Dinas.

(2) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat
fungsional dan unit layanan yang bekerja secara
profesional.

(3) truskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturalr perundang-
undangan-

Pasal 3

(1) truskesmas pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Wilayah kerja Puskesmas sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)PuSkCSInaS dipilllpin 01Ch kCpala PuSkCSlnaS・

(2)Klepala Puskesn■as inerupakan Jabatan Fungsional
bidang keschatan yang rnendapatkan tugas taIIlbahan
lrLCrrlilnpin penyelerlggaraan PuSkeSmaS.

(3)Susunan organisasi Puskeslmas terdi五 atas:
a. kepala;dan
b. klaster.

(4)]Klaster sebagairnana dirnaks‐ ud dalanl pada ayat(3)
huruf b terdiri atas:

a. klaster rnanallel■ en;

b.klaster kesehatan ibu dan attak;
c. ldaster kcschatan dcwasa dan lanJut usia;
d. klastcr penanggulangan pcnyakit rncnular dan
keschata_n lingkungan;dan
e. lintas klaster.

(5)Klaster scbagaimana dimaksud pada ayat(4)terdi五
atas kc101■pOk Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pclaksana.

{6)Klaster sebagailllana din■ aksud dda」 m ayat(4)dipinlpin
01eh penanggungjawab k1laster.

(7}Penanggungjawab Haster sebagamana dimaksud pada
ayat (6} IIlcrupakan  PcJabat  Fungsional  bidang
keschatan yang inerangkap scbagai pclaksana kcgiatan
k:laster.

(8)Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagailnana
dimaksud pada ayat(3)tcrcantum ddarn Lampiran II
yang lnerupakan baぎan tidak tCrpiSahkan da五
PeratLlran Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) Fuskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan
mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif,
preventif, kuratif, rehabilitattf , danf atarr paliatif dengan
mengutarnakan promotif dan preventif di wilayah
keqjanya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Puskesrnas merniliki fungsi:
a. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan promotif,

preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif ibu
dan anak;

b. penyelenggaraarr Pelayanan Kesehatan prornotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, danlatau paliatif
dewasa dan lanjut usia;
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c. penyelerrggaraan pelayanan promotif, preventif,
kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif penyakit
menular dan kesehatan lingkungan; dan

d. penyelenggaraan dukungan pelayanan kesehatan;
e. penyelenggaraan pelayanan manajemen.

Pasal 6

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf a bertugas memimpin penyelenggaraan tugas
dan fungsi Puskesmas.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 7

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan
Puskesmas dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Fuskesmas
sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Kelompok
Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana
berdasarkan rumpun jabatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal B ayat (3) mempunyai tugas memberikan
pelayanan fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang*undangan.

(2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas memberikan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Kepala Puskesmas.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan Kelompok Jabatan
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil
analisis jabatan dan beban kerja.
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(4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tugas dan klasifikasi Jabatan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2\ sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Kelompok
Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditugaskan
secara individu danlatau daiam tim kerja untuk
mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(2) Penugasan secara individu danf atant tim kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
pejabat penilai kinerja atau Kepala Puskesmas.

(3) Pelaksanaan tugas dan penugasan Jabatan Fungsional
dan pelaksana Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal ll

(1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat t3) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati.

(2) Kepala Puskesmas dapat dilakukan penggantian
berdasarkan penilaian kinerja danf atau kebutuhan
organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala Puskesmas memiliki otonomi bidang kepegawaian
yang dilaksanakan melalui:
a. mengustrikan pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian aparatur sipil negara kepada Kepala
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. menyelenggarakan pembinaan aparatur sipil negara
dalam peiaksanaan tugas dan fungsi jabatan sesuai
dengan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan
Puskesrnas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

(1)Dala11l rnendukung optirnalisasi pelaksanaan tugas dan
fungsi Puskcsrrlas didasarkan pada proses bisnis yang
l■lcnggarllbarkan tata hubungan kC」 a yang CfCktif dan
efisicn dcngan rncncrapkan prinsip koordinasi,integrasi,
sinkronisasi,dan kolaborasi di lingk■ lngan Puskesrnas.

(2)Kepala puskcslnas lΥ lenyan■paikan laporan kinetta
Puskcslnas kcpada :Kepala lDil■ as inengcnai hasil
pelaksanaan tllgaS SCCara bCrkala dan/atau SCSuai

kebutuhan.

(3)Puskesrnas harus rnenyusun analisis jabatan, peta
Jabatan,  analisis beban kcr3a,  dan uraian tugas
tcrhadap scluruh jabatan dilingkungan Puskcsrnas.

(4)Sctiap  unsur  di  lingkungan  Puskcsinas  dalaln
n■claksanakan tugasnya harus inenerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi baik
dala窒1 lingkungan Puskeslnas rrlauplin antar fasilitas
layanan keSehatan lainnya dan/atau lernbaga lain yang
terkait.

(5)Kicpala PuskcsI〕■as dan pcnanggung jawab klastcr
bertanggung jawab rnernilnpin dan rncngoordinasikan
bawahan dan inernberikan pengarahan serta petunj■ lk
bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas
yang telah ditctapkan.

(6)Pcngarahan scrta petunjuk sebagailnana dilnaksud
pada ayat(6)harl■s diik■ lti dan dipat■lhi olch bawahan
secara bertanggung jawab scrta dilaporkan sccara
bcrkala scsuai dcngan ketentuan peraturan perundang―
undangan.
(7)Klepala Puskeslnas dan penanggung ja、 Ⅳab klaster harus
rnengawasi pclaksanaan tugas bawahan inasing-lnasing
dan apabila tettadi penyirnpangan haruS rnengarllbil
langkah-langkah  yang  dipcrll■kan  scsuai  dengan
kctcntuan pcraturan pcrundang―undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat pada
Puskesmas yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 48 Tah:un 2021 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Pekalongan tetap menduduki
jabatannya dan melaksanakan tuganya sampai dengan
dilantiknya. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan
Bupati ini.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan (Berita
Daerah Kabupaten Pekaiongan tahun 2A21 Nomor 48)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Ag* setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Peka-longan"

Ditctapkan diKajcn
pada tallgga1 12 0ktobcr 2026

Plt.BUPATI PEKALONGAN,

TTD

SUKIRM:AN

StrKRtrTARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M.YULlAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026 NOヽ 40R10

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. BAGIAN HUKUlⅥ

PEKALONGAN

ALI HARTOPO,S.H
Pel■ bina Tk.I(IV/b)
NIP,19740119199311 1001



a. Puskesmas Kandangserang;
b. Puskesmas Paninggaran;
c. Puskesmas Lebakbarang;
d. Puskesmas Petungkriyono;
e. Puskesmas Talun;
f. Fuskesmas Doro I;
g. Puskesmas Doro II;
h. Puskesmas Karanganyar;
i. Puskesmas Kajen I;
j. Fuskesmas Kajen II;
k. Puskesmas Kesesi I;
1. Puskesmas Kesesi II;
m. Puskesmas Sragi I;
n. Puskesmas Sragi II;
o. Puskesmas Siwalan;
p. Puskesmas Bojong i;
q. Puskesmas Bojong II;
r. Puskesmas Wonopringgo;
s. Puskesmas Kedungwuni I;
t. Puskesmas Kedungwuni II;
u. Puskesmas Karangdadap;
v. Fuskesmas Buaran;
w. Puskesmas Tirto I;
x. Puskesmas Tirto II;
y. Puskesmas Wiradesa; dan
z. Puskesmas Wonokerto I.

Salinan dengan aslinya,
HUKUM
PEKALONGAN

HARTOPO,S,H.
Tk,I(IV/b)
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PE]VIBENTUKAN,    KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN :MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN.

Plt.BUPATI PEKALONGAN,

TTD

SUKIRIⅥ[AN

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

Plt.

]NIP.197401191993111001
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai beriaku, Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor +8 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan (Berita
Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2O2I Nomor 48)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa1 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pekalongan.

Ditetapkan diKaen
pada tangga1 14 0ktobcr 2026

Plt.BUPATI PEKALONGAN,

TTD

SUKIR]Ⅵ[AN

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 14 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH:KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

IVI.YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026 NOA/10R10

dengan aslinya,
Plt. BAGIAN HUKUIⅥ

PEKALONGAN

IPUNG ALI HARTOPO,S.H
Peln Tk.I(IV/b)
NIP.19740119199311 1001
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEIⅥ[BENTUKAN,   KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN ]Ⅵ [ASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

Plt.BUPATI PEKALONGAN,

TTD

SUKIRIⅥ[AN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. HUKUM:

PEKALONGAN

IPUNG HARTOPO,S.H.
Pemn Tk.I(IV/b)

KEPALA
PUSKESMAS

Klaster
Kesehatan Ibu

dan Anak

Klaster
Kesehatan

Dewasa dan
Lansia

Klaster
Penanggulang
an Penyakit
Menular dan
Kesehatan

Lingkungan

Lintas
Klaster

Klaster
Manajemen

NIP. 19740119199311 1001


